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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja guru tidak tetap yang 

bekerja di sekolah swasta diselesaikan sudah sesuai dengan Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Meski guru dikatakan pendidik profesional dalam 

hubungan kerjanya tunduk atas Undang-Undang Tenaga Kerja yang 

berlaku. Proses penyelesaian perselisihan dimulai dengan bipartit, mediasi 

hingga sampai gugatan di pengadilan hubungan industrial. Menjelang 

jadwal sidang putusan para pihak baik penggugat dan tergugat membuka 

diri untuk melakukan perdamaian. Pada akhirnya para penggugat meminta 

perdamaian dan menyetujui anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta 

dengan Anjuran No. 565/6825 Tanggal 1 Oktober 2015. Para penggugat 

mencabut gugatannya dan memohon tergugat untuk memberikan uang tali 

kasih sebesar sesuai anjuran dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dibulatkan (ditambah) dengan 

mempertimbangkan masa pengabdian para penggugat. Tergugat 

mengabulkan permohonan tergugat dengan memberikan uang tali kasih. 
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Penggugat melalui suratnya pada tanggal 24 Maret 2016 mencabut 

gugatannya. Masing-masing pihak bersedia untuk mengakhiri perselisihan 

dengan jalan perdamaian. Selanjutnya para pihak mendaftarkan perjanjian 

perdamaian ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Penyelesaian Hubungan 

Industrial Yogyakarta dan dikeluarkannya putusan perdamaian nomor 

1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk tertanggal 31 Maret 2016. 

 

2. Pemutusan hubungan kerja yang bukan karena berakhirnya waktu yang 

telah ditentukan dalam perjanjian tentu akan menimbulkan masalah bagi 

kedua belah pihak yaitu guru dan sekolah (yayasan). Upaya mencegah 

perselisihan pemutusan hubungan kerja guru tidak tetap yang bekerja di 

sekolah swasta dalam hubungan industrial adalah masing-masing pihak 

baik guru dan sekolah (yayasan pemberi kerja) mempunyai sikap rasa ikut 

memiliki serta memelihara kelangsungan proses layanan pendidikan 

(prinsip kemitraan). Kemitraan yang dibangun merupakan kerja sama yang 

saling menguntungkan antar pihak dan menempatkan kedua pihak dalam 

posisi sederajat. Tidak diperlukan sinkronisasi hukum ketenagakerjaan 

dan pendidikan ke depan, karena keberlakuan suatu peraturan perundang-

undangan tidak terlepas dari keberadaan peraturan perundang-undangan 

lain yang berlaku. Mengenai tenaga kerja guru, terdapat Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

namun di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mengatur tentang 

pola hubungan ketenagakerjaan antara guru sebagai penerima kerja 
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dengan pelaksana Yayasan (Institusi Pendidikan) sebagai Pemberi Kerja. 

Dalam pasal Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa Perjanjian kerja 

atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau 

dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang 

memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan 

prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Artinya bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan 

ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 

tentang hal tersebut. Secara khusus mengenai hubungan kerja di Indonesia 

secara umum berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dan oleh karenanya segala sesuatu terkait hubungan 

ketenagakerjaan guru, tetap tunduk pada Undang-Undang 

Ketenagakerjaan tersebut. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dikemukakan saran 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan pola hubungan kerja guru tidak tetap dengan sekolah swasta 

(yayasan) berdasarkan perjanjian kerja yang yang didalamnya ada unsur 

pekerjaan, upah dan perintah. Terjadinya hubungan kerja harus dilakukan 

dengan kesepakatan masing-masing pihak yang dituangkan dalam bentuk 

perjanjian kerja. Di dalam kesepakatan harus memuat hak dan kewajiban 
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serta ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan ada sinergi yang 

baik. Dalam hal pengawasan hubungan kerja antara pengelola pendidikan 

dan guru seolah terabaikan. Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab atas 

pengelolaan pendidikan tidak memiliki kewenangan atas hubungan kerja 

antara guru swasta dengan institusi pendidikan. Sementara Dinas 

Ketenagakerjaan tidak melakukan pengawasan di sekolah-sekolah swasta 

karena pengelolaan pendidikan dari mulai izin operasional sekolah swasta 

sampai dengan pencabutan izin operasional dibawah koordinasi Dinas 

Pendidikan Dengan demikian sangat diperlukan kerjasama yang baik 

antara Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan dalam upaya 

perlindungan hukum guru swasta.  

3. Diharapkan pemerintah memperhatikan perlunya perlindungan dan sanksi 

yang merupakan aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berkaitan dengan aspek tersebut, 

pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen disebutkan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara 

pendidikan, satuan pendidikan, dan/atau organisasi profesi wajib 

memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas” (Ayat 

1); dan “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja” (Ayat 2). Pada aspek perlindungan dan 
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sanksi tersebut, tidak ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan sanksi bagi yang tidak 

melaksanakannya, sehingga ketika persoalan hukum digantungkan pada 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
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